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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
atas anugerahNya kami dapat menyelesaikan Laporan
Kinerja Interim Triwulan II tahun 2022 Balai POM di
Kupang. Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022
ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi dan Surat
Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66
Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.
Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban kinerja Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program dan kegiatan
pengawasan obat dan makanan sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Tujuan
penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan sesuai sasaran strategis
dan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi
kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus
dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kinerja Balai POM di Kupang pada triwulan berikutnya.
Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak, baik internal
maupun ektsernal Balai POM di Kupang, atas tersusunnya Laporan ini. Semoga Laporan Kinerja

Triwulan II Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

a}nran Ismail, S.Si., MP
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Balai POM Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di tingkat provinsi
NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022 sesuai
dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah
dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor. HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020
tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan
bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Interim setiap Triwulan. Laporan Kinerja Interim ini merupakan perwujudan
akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam
pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Triwulan II tahun 2022 dan upaya
perbaikan kinerja di periode berikutnya.
Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2022 terdapat 11 Sasaran Kegiatan
yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil
pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Triwulan II, yaitu:
1. Rata-Ratapencapaian kinerja (NPS) Balai POM di Kupang s.d Triwulan [l adalah 122,11%
dengan kriteria Sangat Baik.
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah
kerja Balai POM di Kupang pada TW II memperoleh NPS 106,34 (Baik) dengan capaian
indikator kinerja sebagai berikut:
Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 107,51 (Baik)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 111,98 (Sangat Baik)

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian
sebesar 109,19 (Baik)

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian
sebesar 98,15 (Baik)

e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 104,87
(Baik)

3. Sasaran Kegiatan (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan
mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang belum dapat diukur

pada Triwulan II.
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4. Sasaran Kegiatan (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di
Kupang belum dapat diukur pada Triwulan II.

5. Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan
makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh
NPS 81,87 (Cukup) dengan pencapaian indikator sebagai berikut:

a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi
yang dilaksanakan capaian sebesar 100 (Baik)

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh
pemangku kepentingan capaian sebesar 32,23 (Sangat Kurang)

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian
sebesar 101,01 (Baik)

d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian
sebesar 37,11 (Sangat Kurang)

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian
78,19 (Baik)

f. Indeks Pelayanan Publik belum dapat diukur pada triwulan II.

6. Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi
Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar
173,54 (Tidak Dapat Disimpulkan) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai
berikut:

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,84 (Baik)

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian

sebesar 153,32 (Tidak Dapat Disimpulkan)

Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 140 (Tidak Dapat Disimpulkan)
d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 300 (Tidak Dapat

Disimpulkan)

7. Sasaran Kegiatan Ke-6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian
Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh NPS sebesar
119,13 (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar
113,06 (Sangat Baik)
b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian

sebesar 125,19 (Tidak Dapat Disimpulkan)

LAPORAN KINERJA INTERIM TW 112022 4



8.

10.

11.

12.

Sasaran Kegiatan ke-7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan

Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan NPS 211 (Tidak Dapat

Disimpulkan)

Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang

yang optimal belum dapat diukur pada Triwulan II dan baru dilakukan penilaian pada

Triwulan IV.

Sasaran Kegiatan Ke-9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja

optimal belum dilakukan pengukuran pada triwulan II.

Sasaran Kegiatan Ke-10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi

pengawasan obat dan makanan memperoleh NPS 104,44 (Baik) dengan pencapaian

IKU sebagai berikut:

a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar
GLP belum dilakukan pengukuran.

b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 104,44
(Baik)

Saasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara

Akuntabel memperoleh NPS sebesar 122,73 (Tidak Dapat disimpulkan) dengan

pencapaian indikator kinerja:

a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 122,73 (Tidak Dapat disimpulkan)
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor
7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Instruksi
Presiden diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas
instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor.
HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan.

Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM
wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Triwulan. Dengan
demikian, Laporan Kinerja Interim yang disusun secara periodik setiap triwulan pada tahun
berjalan tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Balai
POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran
atau target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Triwulan II Tahun 2022, Balai POM di Kupang
menyusun Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022. Laporan Kinerja dapat digunakan
sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta

untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah
nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 BPOM
dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23
Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kkerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan
POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan

satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu
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dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam

peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT di lingkungan Badan

POM. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit

Wilayah Kerja

Pelaksana Teknis
Balai POM di Kupang Kota Kupang | Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba
Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba
Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka,
Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara,
Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata,
Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka

1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Badan POM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai

POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM, yaitu satuan kerja

bersifat mandiri yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang

mempunyai fungsi:

a.

-

= @

penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;

pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas
pelayanan kefarmasian;

pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan
Makanan;

pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;

pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan

penyidikan;
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i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran
ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

j.  pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang
pengawasan Obat dan Makanan;

. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan
Makanan;

n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan

0. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis di Balai POM di Kupang yaitu dengan mendukung pencapain
pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, untuk
mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai adalah
sebagai berikut yaitu Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk
memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah
memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Hal ini
mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk obat
dan makanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak
dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka
akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan
masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu
senantiasa menjaga  keseimbangan kepentingan antara perlindungan
masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan
kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan
pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari Badan POM memiliki
kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan
pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM
di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi
pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis

lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan
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peluang yang ada dalam mencapai outcome dari pengawasan obat dan makanan di

provinsi Nusa Tenggara Timur.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

No. Inventaris Kantor/ Aset Jumlah Keterangan
1. Gedung Kantor Balai POM di | 1 unit LuasBangunan/Tanah
Kupang 2.359 m?2/3800m? dengan

nilai Rp. 15.409.365.290,-

2. Rumah Dinas 1 unit Luas Bangunan/ Tanah :
113m2/ 750m?

3 Gedung Pos POM Atambua 1 unit Luas Bangunan/ Tanah :
125 m?/ 300m?

5. Sumber Listrik (PLN) -

a. Balai POM di Kupang 105 KVA
b. Pos POM Atambua 1300 VA
6. Genset 2 unit Kapasitas100 KVAdan 150
KVA
7. Kendaraan Roda 4 9 unit 8 unit kondisinyabaik, 1
unit kondisinya rusak
8. Kendaraan Roda 2 6 unit 5 unit kondisi

baik,1kondisi rusak ringan

Luas lahan Balai POM di Kupang selain fungsi perkantoran, juga termasuk
fungsipelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan
alatpengolah data dan meubelair kerja masih terpenuhi.Pengujian laboratorium
merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakanoleh Balai POM.
Laboratorium Balai POM di Kupang harus terus ditingkatkan kapasitasnyaagar mampu
mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian
laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Kupang, telah dilengkapi
denganperalatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang

memadaiagar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.
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Sumber Daya Manusia

Sampai dengan Juni 2022, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di

Kupang adalah 57 Pegawai, dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

SMA/S
MK Jumlah

Kepala Balai 1 - - - - 1
Subbag TU 1 - 4 7 1 13
Substansi Pemeriksaan - 5 4 1 - 10

Substansi Penindakan - 1 3 - - 4
Substansi Pengujian 1 9 8 3 - 21

Substansi Inf(.)rma.m dan 1 1 3 ? i 7

Komunikasi

Pos POM Atambua - 2 - - 2

Pos POM Sumba Timur 1 - - - - 1
TOTAL 57

Persentase SDM berdasarkan Gender

Laki-Laki
40% W Laki-Laki

Perempuan

60% M Perempuan

SDM berdasarkan Kelompok Usia

m Baby Boomer (lahir < 1959)
W Gen X (lahir 1960 - 1979)
W GenY (lahir 1980-1994)

M Gen Z (lahir > 1995)
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Anggaran

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia di Balai POM Kupang, untuk tahun
2022, DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2022 No SP DIPA - 063.01.2.432979/2022 tanggal 17
November 2021, anggaran kegiatan sebesar Rp. 34.488.493.000 (Tiga Puluh Empat Miliar Empat

Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah).

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi Nusa

Tenggara Timur yang terdiri atas 15 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan

MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini

tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba

Tengah), Timor (Kota Kupang,Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten
Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao),
dan Sabu (Sabu Raijua).

P.Flores

Lautan India

Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan

makanan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di

Provinsi NTT

No. Jenis Sarana | Jumlah Sarana
Sarana Produksi
1. Industri Pangan 25
2. Industri Obat Tradisional (IKOT) 8
3 Industri Rumah Tangga Pangan 159
Jumlah 192
Sarana Distribusi
1. Pedagang Besar Farmasi 28
2. Apotek 246
3. Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK) 17
4, Rumah Sakit Pemerintah/Swasta 38
5. Puskesmas 271
6. Balai Pengobatan 31
7. Toko Obat Berizin 69
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8. Sarana Distribusi Pangan 1176
9. Sarana Distribusi Kosmetik 447
10. | Sarana Distribusi Obat Tradisional 36
11. | Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan 32
12. | Sarana Distribusi Bahan Berbahaya 15
Jumlah 2.406

C. STRUKTUR ORGANISASI

Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur

organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.2

KEPALA BALAI POM DI
KUPANG

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KOORDINATOR
KELOMPOK SUBSTANSI

PEMERIKSAAN

KOORDINATOR
KELOMPOK SUBSTANSI
PENGUJIAN

KOORDINATOR
KELOMPOK SUBSTANSI
PENINDAKAN

KOORDINATOR
KELOMPOK SUBSTANSI

INFOKOM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan
anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi
komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana,
kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

2. Kelompok Jabatan Fungsional
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D.

Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan Koordinator
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas masing-
masing.
Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan
dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan oleh

Kepala Badan.
ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun ekternal merupakan salah satu faktor

yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak

berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di

Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun

2022 antara lain sebagai berikut.

EKSTERNAL :

1. Pendampingan UMKM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berkembangnya industri pangan UMKM sangat berpengaruh terhadap
kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dari sisi
ekonomi produk UMKM tersedia dengan harga yang murah sesuai dengan daya
beli masyarakat. Untuk itu perlu ditingkatkan ketersediaan produk pangan UMKM
yang memenuhi standar dan persyaratan kepada masyarakat sehingga dapat
dipenuhi produk pangan yang murah dan sehat. Balai POM di Kupang telah
melakukan pendampingan bagi UMKM sejak tahun 2020, dengan hasil masih
banyak UMKM yang didampingi tidak dapat memenuhi standar dalam pemenuhan
cara produksi yang baik, dari segi hygiene dan sanitasi, sarana pendukung,
penyusunan Dokumen seperti Standar Operasional Prosedur dan cek list/log

book/form. Selain itu pelaku usaha UMKM juga mengalami hambatan terkait

LAPORAN KINERJA INTERIM TW 11 2022 14



perbaikan sarana minimal dalam memenuhi persyaratan standar yang

membutuhkan biaya untuk pembangunan rumah produksi serta legalitas sarana

produksi / perizinan seperti Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk

Berusaha (NIB) serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (IUMK). Dan

rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan serta mutu produk

pangan UMKM mengakibatkan rendahnya daya saing produk pangan hasil
industri UMKM di pasar nasional dan regional. Ketidakmampuan industri pangan

UMKM terhadap pemenuhan standar tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal

antara lain:

1. Rendahnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha, disebabkan
kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM pangan.

2. Rendahnya permodalan pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh
instansi (termasuk Badan POM) terkait higiene dan sanitasi terkendala dengan
minimnya modal usaha sehingga tidak dapat memperbaiki sarana produksi
yang memadai sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

3. Rendahnya kemampuan UMKM pangan dalam memenuhi persyaratan Cara
Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), disebabkan pelaku UMKM
pangan belum memahami permintaan persyaratan CPPOB untuk diterapkan
di sarana usahanya, sehingga fasilitasi/pendampingan CPPOB sesuai kondisi
sarana produksinya sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hal tersebut di atas diperlukan peran pemerintah termasuk
Balai POM di Kupang untuk melakukan pembinaan kepada UMKM pangan dalam
memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu produk pangan sehingga
dapat berdaya saing dengan produk lain di ASEAN. Untuk itu Balai POM di Kupang
perlu melakukan inovasi dalam pendampingan UMKM Obat dan Makanan di
Provinsi NTT. Melalui Inovasi Pendampingan UMKM 6 in 1 meliputi
Pendampingan pembuatan NIB dan [UMK melalui OSS serta NPWP melalui pajak
online, Percepatan Proses Pemeriksaan Sarana Balai, Pendampingan proses e-
sertifikasi dan e-registrasi,Pendampingan akses permodalan, Pelatihan dan
konsultasi kewirausahaan, Pelatihan dan konsultasi pemasaran online.

Sejak 2020 hingga saat ini Badan POM telah memberikan 12 nomor izin edar
(NIE) Obat Tradisional dan 70 NIE pangan olahan khas NTT, termasuk 2 NIE untuk
minuman beralkohol golongan C yang terbuat dari gula sabu khas NTT.

Harapannya pihak UMKM khususnya di NTT dapat termotivasi untuk terus
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meningkatkan produk unggulan khas NTT yang dapat memperoleh izin edar dari

Badan POM.

2. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mendukung terwujudnya salah satu Nawa Cita Presiden, yaitu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui sektor kesehatan
telah diterbitkan Instruksi Presiden No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan
Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung pelaksanaan tugas
pokok fungsi BPOM sehingga meningkatkan efektivitas kinerja pengawasannya
bersama Kementerian Negara, lembaga atau daerah. Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun 2017 ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun
2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% hasil rekomendasi BPOM yang
ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten.

Sebagai salah satu dukungan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3
Tahun2017, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 41
Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat
dan Makanan di Daerah sebagai bentuk pembinaan kepada Gubernur,
Bupati/Walikota untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari
penyalahgunaan dan bahan berbahaya dalam Obat dan Makanan. Dengan
diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor
41 Tahun 2018 diharapkan dapat meningkatkan sinergisme kemitraan dengan
kementerian maupun pemerintah daerah. Untuk itu perlu disiapkan landasan
hukum yang kuat untuk mendukung pelaksanaan koordinasi di daerah dalam
bentuk nota kesepakatan yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan,
pengawasan dan tindak lanjutnya. Tindak lanjut oleh instansi terkait atas
rekomendasi yang diterbitkan oleh Balai POM di Kupang sangat berpengaruh
pada peredaran Obat dan Makanan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tidak

memenuhi peraturan perundang-undangan.

3. Pandemi Global Covid-19

Sejak adanya pandemi dari Corona Virus Disease 19 (Covid 19) pada tahun
2020 sangatlah berpengaruh terhadap capaian kinerja Balai POM di Kupang
hingga tahun 2021. Beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun,

tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab pencapaian
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target kinerja belum optimal. Penyebaran Covid-19 di lingkungan Badan POM
dan tetap memastikan tugas dan fungsi serta pelayanan publik tetap berjalan
efektif dan efisien sehingga sejak tanggal 19 Maret 2020 diberlakukan sistem
Bekerja Dari Rumah/Work From Home serta perubahan jam kerja. Masyarakat
diharuskan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus covid-19 dengan
menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker,
membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan
terdekat menggunakan desinfektan, tidak melakukan perjalanan keluar daerah,
tidak berkerumun dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi
makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin. Dalam
mendukung peran Badan POM dalam penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19), sejak tahun 2021 Balai POM di Kupang sedang mengembangkan
laboratorium BSL dengan memenuhi sarana dan prasarananya sehingga
terwujud pengingkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka

melindungi masyarakat.

4. Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan
kesehatan global saat ini adalah Anti-Microbial Resistance (AMR). Tidak hanya
berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan,
pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis
yang dianggap menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan
antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan
sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika
broad-spectrum secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya
profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan
untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR Badan POM RI.
Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan “Bimtek dan Focus
Group Discussion Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR)” pada tanggal 23
Desember 2021. Dalam forum ini dilaksanakan bimbingan teknis kepada
Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan advokasi kepada stakeholder terkait

dari unsur pemerintah dan organisasi profesi.Diharapkan dengan
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terselenggaranya kegiatan ini dapat berkontribusi menekan laju Anti-Microbial

Resistance (AMR) dan bahaya yang ditimbulkan.

5. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Letak provinsi NTT dengan wilayah perbatasan negara Timor Leste,
memungkinkan masuknya produk ilegal melalui jalur yang tidak resmi. Pada
tahun 2020, Balai POM Kupang melalui Pos POM Atambua, terus meningkatkan
pengawasan bersama lintas sektor di wilayah perbatasan. Meningkatnya temuan
produk obat dan makanan illegal di wilayah perbatasan, Balai POM di Kupang
perlu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan penyebaran
informasi yang lebih meluas. Pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang
produk yang memenuhi syarat ketentuan termasuk hygiene dan sanitasi,
memungkinkan ditemukannya produk-produk sub standar baik ditingkat
produksi maupun distribusi, sementara untuk sarana pelayanan kesehatan masih
terdapat pengelolaan obat oleh tenaga non Farmasis sehingga tidak menjadi

optimal.

INTERNAL:
1. Penerapan SIPT
Penerapan SIPT Balai POM di Kupang masih mengalami kendala. Pada
tahun 2021, SIPT baru dapat digunakan di bulan Agustus, menyebabkan sampel
bulan awal terlambat diinput oleh petugas sampling sehingga proses input dan
verifikasi menumpuk di akhir tahun. Hal ini berdampak pada penilaian kinerja

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang.

2. Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium Pengujian Balai POM di Kupang
Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai POM di
Kupang, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis
utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-
produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan
cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan
produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang

tidak memenuhi syarat ataupun palsu.
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Untuk itu diperlukan peningkatan kemampuan pengujian oleh Balai POM
di Kupang baik pemenuhan standar peralatan laboratorium sesuai standar GLP
dan efisien, standar kompetensi SDM serta Standar Ruang Lingkup (SRL)
pengujian. Dengan demikian akan meningkatkan jenis pengujian dan jenis serta
jumlah produk yang diuji. Untuk menjawab tuntutan ini diperlukan peningkatan
instrumen dan kompetensi penguji.
. Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Balai POM Kupang

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan
penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Hal
itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan
professional. Reformasi Birokrasi merupakan sebuah perubahan paradigma dan
tata kelola pemerintahan di Indonesia. Perubahan birokrasi sangat bergantung
pada mindset dan cultural set aparatur. Selain itu untuk memudahkan pelayanan
kepada masyarakat diperlukan adanya inovasi sehingga pelayanan menjadi lebih
cepat, mudah, murah yang mana inovasi tersebut lahir dari para aparatur.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi di Balai POM di
Kupang dalam mencapai predikat WBK di tahun 2021, telah dilaksanakan
beberapa kegiatan yang melibatkan seluruh personil Balai POM di Kupang.
Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Reformasi
Birokrasi untuk mewujudkan Zona Integritas Balai POM di Kupang dan pemberian
Motivasi dalam menghasilkan Inovasi serta Penandatanganan Komitmen Bersama
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK yang dimulai oleh Kepala Balai POM
di Kupang dan diikuti oleh seluruh personil di lingkungan Balai POM Kupang.

Diharapkan agar seluruh personil Balai POM di Kupang berkomitmen tinggi
dalam mengaplikasikan budaya kerja organisasi Badan POM untuk mewujudkan
Zona Integritas di lingkungan Balai POM di Kupang serta saling mendukung dalam

mewujudkan dan memperbaiki inovasi demi mencapai pelayanan prima.
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk
menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan
sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai
upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi.
Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada
Renstra Badan POM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis Badan POM telah Menyusun

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.
Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya
perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan
Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi
perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan
Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang
Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-
2024. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Balai POM di Kupang periode 2020-2024:
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A4 H

OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN
INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN
GOTONG ROYONG

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan
Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat
dan Makanan.

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas
pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri
Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektifuntuk memastikan obat dan
makanan yang aman dan bermutu.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.

6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.

i. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan
akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Melalui pendekatan Balance Score Card dengan 4 perspektif maka sasaran strategis

dalam peta strategi level Il Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:
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REVISI PETA STRATEGI BSC LEVEL Il BALAI POM (2020-2024) !/

SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi

syarat BADAN POM
g IKSK 1
3 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
g 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan
3. Persentase Obatyang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kat terhadap kinerj Obat d
x . masyarakat terha inerja pengawasan an
4 SK2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 4 Pergentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan B PM akar:l a:e 4
% keamanan dan mutu Obat dan Makanan 5. Persentase pangan fortiflkasi yang memenuni syarat (2021-2024)
g IKSK 3:
X KaK 2 1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pembetian  bimbingan dan
E . pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
'”dhe"; kg;“s’anm mk:s,'arakat WWSLWEZ ) 2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
BT D T T A T DL 3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT
SK4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan SK5. Meningkatnya efektivitas . . ; SK?" _Meninglfatnya
Makanan serta pelayanan publik Komunikasi. Informasi. Edukasi Obat SK6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan efektivitas penindakan
! ! roduk dan pengujian Obat dan Makanan kejahatan Obat dan
dan Makanan P
KK 4 Makanan

1.Persentase keputusanirekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi
IKSK 5: 1KSK 6

yang dilaksanakan . . IKSKT:
2 Persentase keputusanirekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh ; ]m::: esfgg‘ﬂ;:s L(;iggzm;:nngg:k;;::an ooy 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diui AT T
pemangku kepentingan Sekolan (PJAS) Aman ’ sesuai standar ) penindakan kejahatan di bidang
3.Persentase keputusan penilaian sertfikasi yang diselesaikan tepat waktu 9 LG T 2 ;‘9[59”39? samdpel makanan yang diperiksa dan Obat dan Makanan
juji sesua standar

4.Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5_Perseniase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
6. Indeks Pelayanan Publik UPT

4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya (2020)
5. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

7.Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau (k]
pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)
: SK10. Menguatnya laboratorium , - 3
o ¥ SKB. Terwujudnya tata kelola 8K, Terwujudnya SDM UPT yang pengelolaan data dzn informasi S T""‘”'“":::ﬁ:‘:‘;::‘*"" LAreeEs
% s g izl H &::L:Inglk I berkinerja optimal pengawasan Obat dan Makanan
optimal !
25 KSK 10:
g3 KsK 8: o ’ o - KEK 11 |
b E 1+ Indeks RBUPT KSH 9: 1. Pessentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan

Indeks Profesionalitas ASN UPT

2. Nilai AKIP UPT

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT
Makanan sesuai standar GLP - o I
2 Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal 2 ingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai

akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar
dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2022 bagi Kepala Balai POM di Kupang
kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2022 dituangkan dalam
Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Tentang Rencana Kinerja Tahunan 2022.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2022 disusun mengacu pada dokumen Reviu
Renstra Balai POM di Kupang 2020 - 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan
target kinerja tahun 2022 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program Badan POM pada tahun
2021. Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk
masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang
menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran
capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain
sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai
acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan

program/kegiatan.
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C. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA
Balai POM di Kupang Tahun 2022 disahkan, pada akhir Desember tahun 2021 Balai POM
di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) 2022 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala
Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala Badan POM untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan

Perjanjian Kinerja 2022 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan

DIPA 2022 yang telah disahkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2022:

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang Persentase Obat yang memenuhi 91,7
memenuhi syarat di wilayah kerja Balai | syarat
POM di Kupang
Persentase Makanan yang memenuhi 86,5
syarat
Persentase Obat yang aman dan 88,5
bermutu berdasarkan hasil
pengawasan
Persentase Makanan yang aman dan 75
bermutu berdasarkan hasil
pengawasan
Persentase pangan fortifikasi yang 89
memenuhi syarat
2 | Meningkatnya kesadaran masyarakat Indeks kesadaran masyarakat 74
terhadap keamanan dan mutu Obat (awareness index) terhadap Obat dan
dan Makanan Makanan aman dan bermutu di
wilayah kerja Balai POM di Kupang
3 | Meningkatnya kepuasan pelaku usaha | Indeks kepuasan pelaku usaha 91,30
dan Masyarakat terhadap kinerja terhadap pemberian bimbingan dan
pengawasan Obat dan Makanan di pembinaan pengawasan Obat dan
wilayah kerja Balai POM di Kupang Makanan
Indeks Kepuasan masyarakat atas 70,42
kinerjapengawasan Obat dan Makanan
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Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 90
Layanan
Publik BPOM
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan | Persentase keputusan/rekomendasi 100
sarana Obat dan Makanan serta hasil Inspeksi sarana produksi dan
pelayanan publik di wilayah kerja Balai | distribusi yang dilaksanakan
POM di Kupang
Persentase keputusan/rekomendasi 60
hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh
pemangku kepentingan
Persentase keputusan penilaian 99
sertifikasi yang diselesaikan tepat
waktu
Persentase sarana produksi Obat dan 55
Makanan yang memenuhi ketentuan
Persentase sarana distribusi Obat dan 72
Makanan yang memenuhi ketentuan
Indeks Pelayanan Publik 4,30
Persentase UMKM yang memenuhi 77
standar produksi pangan olahan
dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik
yang baik
Meningkatnya efektivitas Komunikasi, | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan 94,4
Informasi, Edukasi Obat dan Makanan Makanan
di wilayah kerja Balai POM di Kupang
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan 59
Anak Sekolah (PJAS) aman
Jumlah desa pangan aman 19
Jumlah pasar pangan aman berbasis 9
komunitas
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan | Persentase sampel Obat yang diperiksa 100
produk dan pengujian Obat dan dan diuji sesuai standar
Makanan pada wilayah kerja BPOM di
Kupang
Persentase sampel Makanan yang 100
diperiksa dan diuji sesuai standar
Meningkatnya efektivitas penindakan Persentase keberhasilan penindakan 98

kejahatan Obat dan Makanan di
wilayah kerja Balai POM di Kupang

kejahatan di bidang Obat dan Makanan
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8 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan | Indeks RB Balai POM di Kupang 77,30
Balai POM di Kupang yang optimal
Nilai AKIP Balai POM di Kupang 79
9 Terwujudnya SDM Balai POM di Indeks Profesionalitas ASN Balai POM 85,75
Kupangyang berkinerja optimal di Kupang
10 | Menguatnya laboratorium, pengelolaan | Persentase pemenuhan laboratorium 79
data dan informasi pengawasan Obat pengujian Obat dan Makanan sesuai
dan Makanan standar GLP
Indeks pengelolaan data dan informasi 2,25
Balai POM di Kupang yang optimal
11 | Terkelolanya KeuanganBalai POM di Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di 92,10
Kupang secara Akuntabel Kupang
Kegiatan : Anggaran:

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh
Indonesia

Rp. 34.488.493.000

D. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai
perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap
bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja. Rencana Aksi

Perjanjian Kinerja yang telah disahkan dapat diliat pada Lampiran 2 laporan ini.

E. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran
capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap
sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing
indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti

rumus di bawah ini:
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Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran
ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang
memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masingmasing
indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama.
Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah

rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian)l + (bobot x
%capaian)2 + ....(bobot x %capaian)n}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan
capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator

sasaran sebagai berikut:

Kriteria Capaian
<50 %

Sangat Kurang

70 % < x <90 %

Sangat Baik 11M0% <x < 120%

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan
menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau
penggunaan input yang sama